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PINJAMAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN HAK TANGGUNGAN  

 

Oleh : 

Dody Susanto1, Diana Haiti 2 

 

Penelitian ini mengangkat isu penting seputar kepastian hukum sertipikat tanah 

elektronik, khususnya dalam konteks pinjaman yang tidak dibebani Hak Tanggungan 

(HT). Seiring perkembangan teknologi, pemerintah Indonesia melalui Permen 

ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 mendorong transformasi dari sertipikat fisik (analog) 

menjadi sertipikat elektronik. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi layanan 

pertanahan, keamanan data, dan mencegah praktik pemalsuan. 

Namun, peralihan ini menimbulkan implikasi hukum apabila sertipikat 

elektronik tidak didaftarkan sebagai objek HT, khususnya dalam praktik pemberian 

kredit oleh lembaga keuangan. Beberapa bank BUMN sering kali hanya menggunakan 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tanpa dilanjutkan pendaftaran 

APHT, sehingga sertipikat tidak tercatat sebagai agunan dalam sistem pertanahan 

elektronik. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan landasan teori 

kepastian hukum dan perlindungan hukum, serta metode preskriptif-analitis. 

Ditemukan adanya konflik norma antara UUHT Pasal 15 dan Permen ATR/BPN No. 

22 Tahun 2017, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi kreditur. 

Peneliti mengusulkan adanya reformulasi pengaturan terkait keharusan pendaftaran HT 

atas sertipikat elektronik untuk menghindari risiko wanprestasi debitur, dan 

memberikan posisi hukum yang lebih kuat bagi kreditur sebagai kreditor preferen.  
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Kata Kunci: Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pendaftaran Hak Tanggungan, Sertipikat 

Tanah Elektronik 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum 

tentang Sertipikat tanah elektronik yang tidak di daftarkan hak tanggungan, dampak 

dan imlikasi hukum apa yang nantinya bisa terjadi apabila sertipikat tanah elektronik 

tersebut tidak didaftarkan yang hanya di ikat samapi dengan Surat kuasa membebankan 

hak tanggungan. Adapun penelitin ini menggunakan jenis penelitian normatif, 

penelitian ini bersifat perspektif yaitu dengan menjawab isu dengan cara mengkaji 

secara mendalam, dan memberikan penjelasan secara tepat dan menganalisa peraturan 

perundang-undangan dan teori-teori serta pendapat praktisi hukum dengan tujuan 

untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang di angkat. Hasil dari penelitian 

ini yakni, Pertama :  Bagaimana implikasi hukum terhadap sertipikat elektronik yang 

tidak di daftarkan hak tanggungan, yang mana  Undang-unadang hak tanggungan itu 

dibuat  secara khusus untuk jaminan kebendaan berupa sertipikat tanah, yang mana 

sertipikat tanah yang bisa di jaminkan hanya sertipikat Hak Milik, Hak Guna 

Bangunan,   serta Hak Guna Usaha, adapun Sertipikat Hak Pakai harus ada ijin dari 

pihak Pemilik yaitu negara maupun  Pemegang Hak Pengelolaan Lahan(HPL).  

Implikasi hukum yang timbut apabila sertipikat tidak di daftarkan Hak tanggungan, 

Maka  yang pertama, SKMHT berakhir dan batal demi hukum, yang kedua  

perlindungan hukum terhadap debitur akan hilang, karena kehilangan hak eksekutorial, 

hak publisitan dan sebagai Kreditur Preferen. Kedua :  bagaimana reformulasi 

pengaturan sertipikat tanah elektronik yang tidak di daftarkan hak tanggungan, yaitu 

dirubahnya pasal  15  ayat 5 pada undang-undang hak tanggunagn Nomor  4 tahun 

1997, yang mana mengharuskannya SKMHT di lanjutkan dengan Pembuatan APHT 

dan didaftarkan pada kantor badan pertanahan sehingga tercapainya tujuan dari Hak 

Tanggungan Tersebut. Ataupun di buatkannya peraturan baru yang bisa menjamin 

bahwa sebatas SKMHT tetapi memenuhi Hak Publisitas dan juga Hak Eksekutorial. 
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